
PAJAK DAERAH KABUPATEN SERANG – PERDA KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2014 - 
PERUBAHAN 
2014 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2014 PERUBAHANATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 
 
ABSTRAK :  Dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan 

perekonomian di Kabupaten Serang, perlu merubah beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 
 
Dasar hukum : Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 
1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209):Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010), Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5111), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), Peraturan Pemerintah Nomor 
91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan 
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179), Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 
2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745), Peraturan 



Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang 
menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2008 Nomor 772), Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 
Nomor 798), Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2014 Nomor 01), Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 09). 
 
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dengan sistematika sebagai 
berikut; 
1. Ketentuan Umum 
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
4. Azas Umum  dan Struktur APBD 
5. Penyusunan Rancangan APBD 
6. Penetapan APBD 
7. Pelaksanaan APBD 
8. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 
9. Penatausahaan Keuangan Daerah 
10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
11. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD 
12. Kekayaan dan Kewajiban  
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 
14. Penyelesaian Kerugian Daerah 
15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
16. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
17. Ketentuan Peralihan 
18. Ketentuan Penutup 
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